DEMERINTAH KOTEMADYA DAFREH TINGAART 11
MOJOKERTD

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT1 MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
ORGANISASL DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT KOTAMADYA DAFRAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYRA KEPALR DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

HEE -

bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pe-

nyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan seria pelayanan
terhadap masyarakat, maka Susunan Qrganisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokertc dan Sekre~
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerab Ting-
kat 1I Mojokerto Nomor 4 tahwm 1979 juncto Nomor & tahun
1989, perlu ditinjau vuntuk disesuaikan dengan kondisl dan
perkembangan dewasa ini dengan berpedoman pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupa-
ten /Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a Konsideren ini , periu menetapkan Susunan Organisasi
dan Tata Kerdja Sekretariat Kotamadys Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto, dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu
Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;

. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Keril dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokezto ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1874 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 28 tahunr 1992 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Kotamadya Daerah Tingkat: II

Moickerto

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA TINGKAT 11 MOJOKERTC TENTANG SUSUNAN
CRGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH DAN DEWAN
PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT 11 MOJOKERTO.
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BAB 1
VETENTUAN UMUM

Pasal 1
Lalam Peraii.zn Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah iotawadys Daerah Tingkat II Mojokerto ;

b. Pemerintanh Dacrah, adalen Peperintah  Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerta ;

C. Kepala Daerah, ¥Walijlotamadya Kepala Daerah Tingkat II  Mojo-
kerto ;

d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat - II Mojokerto ;

e. Sekretariat Kotaradys Daersh, adalah Sekretariat Kotamadya
'Daevah Tingkat II Mojokerio ;

E£. Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Caerzsh Tingkat II Mojokerto ;

q._Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretariat Kotamadya
Daerah Tingkat Il Mojokerto ;

h. Asisten Sekretaris Kotamadya Deerah, adalah Asisten I, 1I dan
IIT Sexretaris Kotamadya Dasrah Tingkat II Mojokerto ;

i. Asisten I Sekretaris Kotaradya Daerah, adalah Asisten Tata
Praja Sekretariat Kotamalya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

j. Asisten II Sekretaris Kotaaﬁdya Daerah, adalah Asisten Admi-
nistrasi Pembangunan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojckarto ; i

k. Asisten 117 Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Asisten
_Administrasi  Sekreturis Hotamadya Daerah Tingkat II Mojor:
‘kerto; B

1. 8ekretaris DPRD, adalah qekretarlb Pevan Perwaﬁlldn Rakyat

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

B AL I SN

SEKRETARTAT KOTAMADYA DAERAH
Bagian Periama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi -

Tanal 2

{1) Sekretarial Xotamadva Daerah adalah unsur staf vang berada
dibawah dan bertancgung Jawab langsung kepeda  Kepala
Daerah ;

(2} Sekretariat Wotaradya Duerzh dipimpin oleh seorany Sekreta-
ris Kotamadya Dasvah, : - oo

Passl 3

Baerah mempunyai tugas menbantu
Kepala Daerah : nakan tugas - pokok penyeleanggaraan,,,
pemerintahan, pelskeanasn penbangunan, dan penrinean masyarakat’
serta pemblnaan aqﬂlnﬁbLYdﬁl, orcanigasi dan tatalaksana, serta
memberikan pelayansn Leknis airinistratib kepada seluruh perang-
kat Daersh das Inetansi Vertikal.

Sekretarlat Ketamada
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Fasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud dalam

Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kotamadya Daerah
mempunyai fungsi :

a. koordinasi staf terhadap segala keglatan yang dilakukan oleh
Perangkat Wilayah/Daerah dalan rangka penyelenggaraan admi-
nistrasi pemerintahan ;

b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengum-
pulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk
teknis, serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemexin-
tahan ;

c. pembinaan pelaksanaan pembangqunan dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumusken program dan- petunjuk  teknis
serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan
perekonomian ;

d. pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan mengana-
lisa data, . merumuskan program dan petunjok teknis serta
memantau  perkembangan penyelenggaraan pembinaan Kkemasyara-
katan ; .

2. pembinaan adminsitratib, oreanisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis administratib Kkepada seluruh
perangkat Daerah, perangkat Wilayah administratip dan Instan-
si Vertikal ;

f. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan penoi-—
naan hukum yvang menyangkut tugas pokok pemrintahan di Daerah
dan penyusunan Anggaran ;

g. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua
Susunan Jrganisasi
Pasal 5
Susunan Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah terdiri

‘dari :

a. Asisten-Asisten ;

b. Bagian-Bagian ;

c. Sub Bagian-Sub Bagian ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

{1) Asisten—asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Peraturan Daerah ini
&. Asisten Tata Praja ;
b. Asisten Administrasi Pembangunan ;

c. Asisten Administrasi.

(2) Asisten—-asisten sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) Pasal ini

berada dan bertangqgung jawab langsung kepada Sekretaris Kota
madya Daerah.
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Bagian Ketiga
Asisten Tata Praja
Pazal 7 _
Asisten Tata Praja mempunyaf thgas ; melakukan pembinaan
dan koordinasl penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan per-
aturan perundang-undangar:. . .
Pasal &

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Asisten Tata Praja mempunyal
fangsi :

a. merumuskan bahan kebijaksanaan perumusan progrém dan petunjuk
teknis memantau penyelenggaraan pemerintahan ;

b. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerin—
tahan ; : .

c. menyusun bahan kebijaksanaén dan koordinasi perumusan pera-
turan perundang-undandan.
| , Pasal 9
(1) Asisten Tata Praja membawahi,2 (dua) Bagian :
4a. Baglan Tata Pemerintahan ;
b Baglaﬂ Hukum

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksyd ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Baglan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten
I Sekretaris Kctamadya Daerah.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 10

Baglan Teta Pemsrintahan mempunyai .tugas mrelaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,
Ketertiban, Perangkat Wilayah/Daerah, Adminsitrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil serta Perkotaan.

Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 Peraturan Daerah. ini, Bagian Tata Pemerintahan mempu-

nyai fungsi

a. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi Instansi Vertikal
oleh Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
penyusunan rencand program dan petunjuk  teknis pembinzan
prasarana fisik pemerintahan ;

L. mengqumpulkan  bahan dan menganalisa data serta memberikan
pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat — Wilayah/
Daerah ; : .

c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan administrasi kependudukan dan Catatdn Sipit ;

d. mengumpulken bahan penyusunan pedoman dan  petunjuk teknis
pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum ;

Perda/1/1%33/ Hal 4



&, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan  petunjux teknis
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ;

f. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Leknis
pembinaan peningkatan sumber pendapatan Daerah.
Pasal 12
Bagian Tata Pemerintahan membawahi 5 {lima) Sub Bagian :
. Sub Baglan Tata Pemerintahan Umum ;
. Sub Bagian Perangxat Wilayah/Daerah ;
. Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
. Sub Béqian Ketertiban Umum ;
. Sub Bagian Pemerintahan Desa.

&N oW

m

Pasal 13

Sub  Bagian Tata Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Daersh -ini, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunar pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, —~‘pelaksanaan
Pemilu-dan pengembangan wllayah serta peningkatan sumber penda-
patan Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
mempunyai fungsi :

a. menerima, mensistematisasikan, menganalisa dan mengevaluasi
laporan-laporan tentarg penyelenggaraan pemerlntahan dari
Kepala Wilayah Kecamaldn ;

b. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan Dbatas,
perubahan name Wilayah/Daerah dan Wilayah Xecamatan, serta
pemhindaharn, perubahan nama Ibukota Wilayah/Daerah dan Wilayah
Kecamatan ;

c. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan teknis tentang penyeleng—
garaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan ;

d. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pemblnaan pelak-
sanaan Pemilu ;

e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petun-
juk teknis peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;

f. melaksanakan tugas-tugas 1lain yang diberikan oleh Kepala
Baglan Tata Pemerintahan.
Pasal 15

Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Daerzh ini, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pencalonan, pengusul
an, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Wilayah/Daerah.

Pasal is

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub  Bagian Perangkat
Wilayah/Deerah mempunyai fungsi :
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g2. mempersiapkasn  sesgala bahan yang diperickan tentang pEnCEio—
nan, pengusularn, pengangkatan dan pemberhentian Kepaja Dae-
rah, Sekretaris J{otamadya dan Kepala Wilayah Kecamatan ;

b. memversiapkan pengangkatan dan  pemberhentian  angygota  dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah ;

c. mesyusur dan mengoiah data tentang Perangkat Wilayah/Deerah ;

d. melaksanasan tugas-tugas  lain yany diberikan oleh Kepala
Baylan Tate Pemer intahsn. o
e Pasal i7
Snir Raglan Administrasi Kependudukan sebagaimara dimaksud
dalam #fasal 17 huraf c Peraturan Daersh inil, mempunyal tugas
mengumpulkan bahan penyusunan Pedoman dan Pefunjuk teknis pembi-
naan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Peraturan Daeran ini, Sub Bagian Administrasi Kependu-
dukan mempunyai fungsi

a. mengumpulkan bahan, mengolah data dan menyusun petuniuk
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, termasuk orang asing ;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan tentang pembuatan akte Perka-
© winan, akte Kelahiran dan lain-lain Akte sesuai dengan Pera-
turan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. menyusun ketentuan serta memberikan petunjuk tentang per-
ubshan nana ;

Ad. melaksanakan Ltugas-tugss lain yang diberikan  oleh  Kepala
Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 19

Sub Baglen Ketertiban Umum sébaqaimanac dimaksud dalam
Pasal 17 huruf o PDLdturun Daerah ini, mempunydl tugas nmenguam-
pulkan dan mengolah bahan penyusunan pedomdn’ dan petunjux teknis
pembinaan Kketertiban penyelenggaradn pemérintahan dan Polisi
Pamong Braja. e S

Pasal Aféb

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakswd dalam
Pasal 1% Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Ketertiban Unum mem-
punyai fungsi

a. gmenyusun petunjuk dan pedoman tentang pengamanan pelaksanaan
Perdatura:. Dasral dan Pervundang-undangan lain yang menyangkut
kepentingan uwowa ; L G

b. nmengadakan heria sama depcan instansi terkait dalam rangka
Intensirikaesi pengsmanan pelaksapaan Peraturan Daerah dan
Perundang-undangan lain yang menyangkut kepentingan umum ;

¢. menyuioe pedoman don petunjak teknis pembinaan Polisi Pamong
Praja ;

d. mengadakan karja sama dengan instansi terkail dalam  rangka
pEngLIGULAL data, laporan-laporan. serta penanganar
peristiva-peristiva  vang nenyangkut ketentraman dan  keber-
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e. menyaiikan informasi dan evaluasi caiag Lapprmit~lapordn aerta
penanganan peristiwa-peristiva yang -menyangkut ketentraman
dan kekertiban ;

f. mengadakan kerJa sama dengan instahsil yang terkait dalam
rangka intersifikasi pemberian logalitas dan perizinan ;

g. menyajikan informasi dan evaluasi data pelaksanaan legalitas
perizinan yang telah diberikan agar sesual dengan persyaratan
dan peraturan perundang-undargan yang berlaku ;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal 21

Sub Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf e Peraturan.Paerah ini, mempunyKai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinsan penyelenggaraan tata
pemerintahan Desa/Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahah 'dan Lembaga

Desa/kelurahan. '

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 DPeraturan Daerah ini, Sub Baglan Penerintahan Desa
mempunyal fungsi

a. mengumpulkan dan mengclah bahan penyusunan pedoman dan petun-
juk  teknis pembinaan tata penyelenggaraan — penerintahan
Pesa/Keluratian ; :

b. mengumpulkan dan mengclah bahan penyusunan pedoman dan petun-—
juk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan ;

c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoran dan petun-
Suk teknis peabinaan perangkat dan administrasi pemerintahan
Desa/Kelurahan ;

d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petun-
juk teknis pembinaan lembaga Desa/Kelurahan dan pengembandgan
Desa/Kelurahan ; '

e. melaksanakan tugas-—tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Pemerintahan.
Paragraf 2
Bagian Hukum

bPasal 23
Baglan Hukum mempunyal tugas melaksanakal: dan aeneliti
perumusan Peraluran perundang-undangan, ltelashan iwum, menberi-
kan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk
hukum.
Pazal 24

Untuk menyelenggaraken tugas sebagaimana dimgksud dalam
Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Baglan Hukum nempunyai furgsi

a. meneliti perumusan peraturan perundang-undangan ;

b. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan perauvtan perundany -
undandgan ;
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c. menyiapkan baban rancangan Peraturan Daerah ;

d. menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi
dan dokumentasi produk hukum;

e. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan liuvkum Kepea et UL
unsur Pemerintah Deerah atas masalah hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tudas.

Pasal 25
Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;

¢. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 26

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyal
tugas meneliti perumusan rancangan peraturan petundang-undangan,
menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Pasal 27

Untuk meyelenggarakan tugas  sebagaimarna dimak: b
Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Peraturan Peswsslany-
undangan mempunyal fungsi : '
a. mengiknti perkembangn hukum pada unumya dan khususnya yang
menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;

b. mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengelahan data hukum
yang berhubungan dengan tugas Pemer intah Paerah ;

c. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti produk-
produk hukum lainnya ;

d. menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum.

Pasal 28

Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal
2% huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas mengumpuikan
bahan dan menyelesaikan masalah hukum dan pelayaran bantaun
huakum.

Pasal 29

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Bantuan Hukum mempu-
nyai fungsi :

a. menyelesaikar’ persoalan-persoalan hukum yang menyangkut
bidang tugas Pemerintah Daerah ;

b. memberikan bantuan dan perlindungan kepada upsur Pemerintah
Daerah dalam hubungan kedinasan dan sengketa sewa menyewa
perumahan ; -

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum ;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan olenh Kepala Bagian
Hukum.
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Pasal 30

Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 huruf ¢ Peraturan Daerah inl, mempunyal tugas melakukan
dokunmentasi dan publikasi produk-produk hukum; meneriitkan
iembaran baerah, serta menngatur penyebaran hukum.

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud & dalam
pasal 30 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Dokumentasi Hukum
mempuityai fungsi

a. mengumpuikan serta mendokumentasikan produk~produk hukum ;
b. menerbitkan Lembaran Daetah ;
c. mempublikasiken serta menyebar luaskan produk-produk hukum ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum.
Bagian Keempat

Asisten Administrasi Pembangunan

Pasal 32
Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksa-
nakan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan,
perekcnomian Daerah dan kesejahteraan rakyat.
Pasal 33

Untuk menyelenggarakar tugas sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi Perto.,. .
mempunyal fungsi :

a. melaksanakan koodinasi kegiatan penyelenggaraan pembangunar,
perekonomian dan kesedjahteraan rakyat ;

b. merwmuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petun-
juk teknis serta memantau penyelenggaraan pembangunan, pere-
kononmian dan kesejahteraan rakyat ;

c. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekono-
rian dan keszjahteraan rakyat.
Pasal 34
(1} Asisten administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian :
a. Bagian Perekonomian ;
b. Bagian Penyusunan Program ;
c. Baylan Sesial.

(2) Bagian bagian sebagimana dimaksud pada ayst (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada dan pertanggung jawab langsung Kepada Asisten IT
Sekretaris Kotamadya Daerah.

Paragraf 1

Baglan Perekonomian

Pasal 35

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyu-
sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta perkembangan
dibidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta
pembinaan lingkungan hidup.
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pasal 36
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Bagylan Perekonomian mempunyal
fungsi :

a. mengumpulkan dan rengolah bahan penyusunan pecoman dan petun-
juk  teknis pembinzan dibidang produksi pertanian, industri,
pertambangan dan energi serta keparivisataan ;

b. mengumpuikan dan mengolab pahan penyusunan pedoman dan petun—
juk teknis pembinaan dibildang transportasi dan komuanikasi
kepariwisataan ;

c. mengumpalkan dan mengolah rehan penyusunan pedoman dan petun-
juk teknis pewbinaan koperasi, perdagangan dan perbankan
daerah;

d. mengumpuikan dan mengolah bahan penyusunan pedeman dan petun-
juk teknis pembinaan lingkunagn hidup.
pasal 37
Bagian Perekonomian merhawahi 3 (tiga} Sub Bagian :
&. Sub Bayian Produksi Daerah Bidang 1;
h. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang ITI ;
¢. Sub Bagian Lingkungan Hidup.

Pasal 38

Sub Bagian Produksi Daserah Bidang I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah hahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan peningkatan di bpidang produksi pertanian,
industri, pertambangan dan ensrgil serta kepariwvisataan.

Pasal 39

Untuk nmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Dasal 38 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Produksi Daerah Bldang
I mempunyal fungsi

a. menyusan pedoman dan petunjuk teknis budidaya peTkembangan
perekonomian di bidang pertanian, perternakan, perikanan dan
perkebunan ;

b. menyusun pedoman dan petunjuk tekris peningkatan pengolahan
hasil perekonomian dan kegiatan perindustrian ;

c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan pertambangan
dan energi ;

d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kepari-
wisataan ;

i melaksanakén tugas laln yang dinerikan oleh Kepala Baglan
Perekoncmian.

Pasal 40

Sub  Bagian Produksi Deeran Bldang il sisbegalmansg - imaksud
dalam Pasal 37 huruf b Peraturan Daerah ini, wempunyal tugas
mengumpulkar dan mengolah pahan penyusunan pedoman dan petuniuk
teknis pembinaan peningkatan di bidang perusahaan, perbankan
daerah, koperasi, perdagangan, transportasi dan komunikasi.
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Pasal 45
Untuk menyelehggarakan tugas sebagalimans dimgksud dalam
Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Produksi Daerah Bidang
II mempunyal fungsi :
a. mengumpulkar:, mensistematisasikan dan menganilisis data dan
laporan Peru-alaan Daoerah dan Perbuankan daerah ;

b. menyusun pecoman  dan petuniuk teknis pembipaan  Perusahaan
Daerah, Perbwaixan Daerah Can Lembaga perkreditan Daerah ;

c. mengikuti dan mengevaluasl Perusshaan Daerah, Perbankan

Daerah dan Lernbaga perkreditan Daerah ; y

d. menyusun pedoman dan petunick teknis pembinaan  penlngkatan
Koperasi dan Perdaganqgan ;

e. menyusun pedoman dan petunjul teknls pembinaan LransportasiP
dan kominikasi ; :

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepalaz Bagian
Perekonomian.

Pasal 42

Sub Baglan Lingkungan Hidup sebavaimana dimaksud dalam
Pasal 37 hurufl ¢ Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas mengum-
pulkan dan menygnlah bahan penyusunan pedoman dan petunjux teknis
pembinaan 1ingkungan.

Pasal 43

Untuk wenyelengoarakan tugas sebagaimarma dimaksud  dalam
Pasal 42 Peraturan Daerzh ini, Sub DPagian Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan mengolah Lahan penyusunan pedoman dan petun—
juk teknis pembinzan analisa rmengenal dampak lingkungan ;

b. mengunpulkan dan mengolan baban penyusunan pedoman  pembinaan
perwujudan lingkurgan penskisan ;

c. mengumpulkan dan mengoizh bahan penyusunan pedomdn  pembinaan
penangguliangan percemaran Clighungan g

d. melaksanakan tugas - lain veng diberikan oleh Kepals Bagian
Perekoncmian.
Paragral 2

Bagian Penyusunan Program

Prezl 44

Bagian Penyusunan Program mempunyai  tugas relaksanekan
penyusunan pedoman dan petunjux teknis peabinsan, pengendgalian

dan evaluasi administrasl peshanjunat.

Pac3l 45

Untuk menyelenggsrakan tugas sebagaimana dinassid  dalam
Pasal 44 Peratursn Dasraebh inl, Bagian Penyusupan Program mem—
punyai fungsi

a. mengumpulkan hahan  penyusunan pedoman  pelaksanaan  program
e

tahunan pembangunan daerah

b. melakukan pengundziian administias] pembangunan yand diblayai
Anguaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batuan pesbangunan

dan dana pesixnounan lsinnve
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. mengumpulkan bahan dan mengulaih daba peldbadanasn pRIbdnguna
yeng dibiayal Anggaran pPendapatan dan Belanja Daerab Tingkat
II, dari Daerah Tingkat I, Pemerintah Pusat dan bantuan Pihak
Ketiga ; '

d. melakukan analisis dan evaluasi serta peryusunan laporan
pelaksanaan pembangunarn.

Pasal 46
Bagian Penyusunan Program membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
b. Sub Bagian Pengendalian ;
. Sub Bagian Pelaporan.

Pasal 47

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas mengumpulkan bahan dan pempersiapkan pedoman dan petunjuk
teknis pembangunan daerah dan bantuan pembangunan daerah.

Pasal 48"

Untuk menyelenggarakan'tugas sebagaimana dinaksud dalam
Pasal 47 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan
Program mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan,. menganalisis dan mengolah bahan-bahan  untuk
penyusunan petunjuk  pelaksanaan Dprogram penbangunan  yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat 11,
dari Daerah Tingkat I, Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga ;

b. menyusun mekanisme pelaksanaan prodran pembangunan Daerah
yang dibiayali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat
11, dari Daerah Tingkat I, Pemerintah Pusat maupun Pihak
Ketiga ; a

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian
Penyusunan Program.

Pasal 49

Sub Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 nuruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan yang akan diperqunakan sebagai Pengendalian dan Pembinaan
Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Pengendallan mempunyai
fungsi : :

a. menghimpun bahan-bahan untuk mengevaluasi pelaksainaan pemba-
ngunan yang dibeayal oleh Angyaran Pendapatan dan Belania
Daerah Tingkai II, dari Daerah Tingkat I, Pemerintah Pusat
maupun Pihak Ketiga ; .

b. mengikuti perkembangan pelaksanaan program nembangunan  yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II,
bantuan Pembangunan dan dana-dana Peubangunan dari Dasrah
Tingkat I, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga serta menyiap-
kan saran Penyempurnaannya ;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan olen Kepala Baglan
Penyusunan Proygram.
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Pasal 49

Sub Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 huruf b Peraturan Daerah ini, nempunyai tugas mengumnpulkan
bahan yang akan dipergunakan sebagai Pengendallan dan Pembinaan
Pelaksanaan Pembangunan. '
Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 Peraturan Daezah ini, Sub Bagian Pengendalian mempunyai
fungsi :

a. menghimpun bahan-bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan pew—
hangunan yang dibeayal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dezerah Tingkat 11, Daerah Tingkat I, Pemer intah Pusat maupun
pihak ketiga ;

b. mengikutl perkembangar pelaksanaan program pembangunan  yang
dibeayal oleh Anggaran Perdapatan dan Belanja paerai Tingkat
IT, Daerah Tingkat I, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga
serta menyiapkan saran penyempurnaan ;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program.
Pasal 51

Sub Ragian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf ¢ Peraturan Daerah ini, menpunyal tugas mengumpulkan bahan
dan melakukan analisls Pelaksanaan pembangunan untuk menyusun
laporan.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Bl Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Pelaporan mempunyal
fungsi

a. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pemba-
ngunan  yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

b. menyusun laporan pelaksanaan prodgram pembangunarn daerah ;
c. melaksanakan ftugas yang yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program.
Paragrat 3

Bagian Scsial

Pasal 953
Bagian Susial mempunyal tugas melaksanakdn  penyusunan
program dan petunjuk teknis penbinaan serta memantau pemberian
bantuan dan perkembangan keglatan pelayanan sosial.
pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
pasal 53 Peraturan Daerah ini, Bagian Sosial mempunyia fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan program dan petanjuk teknis
pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat ;

b. melaksanakan dJan memantau pelaksanaan pemberian  bantuan
dibidang pelayanan dan bantuan soslial ;
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c. mengumpulkan dan mengolah data serta WY LAPAAT  saran  gan
pertinbangan untuk meningkatkan kesejahteraan raryat ;

3. mengumpulkan dan mengelah data serta menyiapkan bahan petyil=
sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidany agam?
dan kebudayaan ; '

e. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyi-
gunan pedoman dan petunjuk  teknis pembinaan  dibidang
pendidikan, generasi muda, olah raya, peranan wanlta, ketend-
ga kerjaan dan Keluarga Berencana dan kebudayaan.

Pasal 55
Bagian Sosial terdiri dari :
a. Sub Bagian Kesedahteraan ;
b. Sub Bagian Agama, Pendicdikan dan Kebudayaan ;
¢.- Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita.

Pasal he

Sub Bagian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Gi-
bidang bantuan scsial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kese—

jahteraan masyarakat, Keluarga Berencana dan Transmigrasi.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksued dalam
pasal ‘56 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kesejahteraan memn—
punyal fungsi :

a. merumuskan petunjux pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan
kesejahteraan rakyat ;

b. mengkoordinasikan dan menantau pemberian 1Jin terhadap ke-
giatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan-
pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain seswal dendjan
Peraturan perundangan yang berlaku ;

c. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data  yary
berhubungan dengan penderita cacat, tri tuna ;

d. memprosas, pelaksanaan pember ian bantuan kepeda Badan-badan
Sosial dan korban bencans alam ;

e. menyelenggarakan pemblnaan perumahan sederhana ;

f. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis cata
dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat, Keluarya
Berencana, peningkatan mutu gizi dan makanan rakyat ;

g. melaksanakan tugas 1ain yang diberikan ovleh Kepala Baziar
Sosial.

Pasal 58
Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 5l
dimaksud dalam Pasal 55 huruf b Peraturan Daerah ini, row
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk texnis
pembinaan dibldang agamd termesak wrusan hajl serta pendidikan
dan kebudayaan.
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Pasal 55 .
Untuk nmenyeleuggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data dalam
bidang agama, pendidikan dan kebudayaan ;

b. mengumpulkan dan mengelah data serie wenyiapkan bahan pedoman
dan petunjuk tentang pemberian mantuan  texhadap Kegiatan
masyarakat dibldang keaagamean, pendidikan dan kebudayaan ;

c. mengunpulkan dan mengolah data serta menylapkan bzhan untuk
penyusunan pedoman dan peturrjuk dibidany keagamaan dan keper-
cayaan kepada Tuhian Yang Maha Esa serta kerukunam umat ber-—
agama ;

d. membantu instansi yang bertuges dalam Lidang urusan haiji ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Sosial.

Pasal 60

Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ¢ Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas menyumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petun-
juk teknis pembinaan dibidang keglatan penuda dan olah raga dan
peranan wanita.

Pasal el

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 Peraturan Daerah ini, Sub Baglan Pemuda, Olah Raga dan

Peranan Wanita mempunyal fungsi :

a. mengumpulkan, mengolah dan mwenyklafisikasikan data  quna
pelaksanaan keglatan dibidang pemxda, olah raga dan  peranan
wvanita bersama instansi texkait ,

b. mengurpalkan, mensistematisasikan dan mengolah serta meng-
analisis data waituk perausun  cedomsn  serta  kebijaksanaan
dalam pembinaen dan pengamnbangan organisasi wanita, pemuda
dan olah raga ;

c. melaksanakan bLugas lain yang diberikan oleh Xepa’a Bagian
Sosial.
Baglan Kellma

Asisten Administrasi

Pagzal 62

Asisten Administrasi menpunyai tugas weldksanskan pemdi-
naan dan  mengkoordinasikan  penyelengoardan kevegawaian,
keupangan, organisasi, huburgan masysrakat dan wram.

3

Fasal 5]

(%}

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalhdio dimaxsud dalam
Pasal §2 Peraturan Daerah ini, 2sisten Bdministrasi menpunyal
fungsi :

a. melaksanakan kcordinasi penyusnnan pedopan dan pelunjuk kerja
dibidang orgyanisasi, kepegawaian, Xeuangan per lengkapan,
hubungan masyarakat dan umwae ;
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n. melaksanskan koordinasi penyusunan  pedoman  dan petuniuk
pengelolaan anggaran dan membantu melaksanakan koordinasi
penyusunan program anggaran.

R

pasal 64

(1) Asisten Administrasi membawahli 5 (lina) Eégian :

a. Bagian Kepegawian ;

b. Bagian Keuangan ;

¢. Bagian Organisasi ;

d. Bagian Hubungan Masyarakat ;
e. Bagian Umum.

{(2) Bayian-bagian schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
masing-masing Gipimpin oleh seorang Kepala Baglan ysng
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten
I1I Sekretaris Kotamadya Daerah .

Paragrat 1
Baglan Kepegawaian
Pasal &5 .

Bagian Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan pengelo-
laan administrasi XKepegawaian, penyusunan program dan petunjuk
pembinaan dan pengembangan kepegavaian serta  melaksanakan
mutasi pegawai.

Pasal &6

Untuk menyelenggarakan tugas sébagaimana dimaksud dalam
Pasal &5 Peraturan Daerah ini, Bagiap, kepegawaian mempunyai
fungsi

a. mengumpulkan, wengolah dar menganalisis data serta nemper-
siapkan Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawalan ;

b. menyelenggarakan kegiatan untuk meningkabtkan kesejahteraan
pegawai dan memproses pemberian penghargaan dan tanda jasa ;

c. mengumpulkan dan mengolah dafa sarta nenylapian penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karier
pegavwal serta penyelenggaraan pendidikan pegawai ;

d. melaksanakan dan mengolah mutasi dan tata vsaha kepegawaian ;

e. nenyelenggarakan persiapan pelaksanaan ujian dinas.

Pasal 67
Bagian Kepegawaian membawahi 4 (empat) Sub Bagian
a. Sub Bagian Umum Kepegawian ; ‘
b. Sub Bagian Mutasl Pegawal ;
¢. Sub Bagian Pengembangar Pegawail ;
d. Sub Bagian Diklat Pegawal.

Pasal 68

Sub Bagian Unun Kepegawaian sebagalmana dimaksud  dalam
Pasal 67 huruf a Peraturan Desrah ini, mempunyal tugas mengum—
pulkan bahan pembinaan kedudukan hukum'pegawal dan  menghimpun
peraturan perundang-undangan kepsuawian serta merencanakan dan
mengurus kesejahteraan pegawai.
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Pasal 55
Urtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 68 Peraturan Daerah inl, Sub Bagian Umun .Kepegawaian
mempunyai fungsi
a. melaksanakan  penyusunan prodgran dan petuniuk peminazn

pegaval ; .
b. menghimpun dan nengikuti perkembangan peratuzan  perund

undangan dalam bidang kepegawaian ;

c. menyelerggarakan segala sesuatu yang berkenaan  dengan he-
dudukarn hukum pegawal ;

d. merencanakan dan mengurus kegiatan uricuk meningkatkan Kese-
jahterasn pegawal, pemberian penghargaan dan tanda Jasa ;

e. menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyedisan data
pegawal ;

f. melaksanakan - tugas lain yang diberikan cleh Kepala 3agian
kepegyawvaian. ,

" - Pasal . 70

Sub Bagian Mutasi Pegawal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 67 hurif b Peraturan Daerah ini, mempunyai Lugas melakukan
penyelesaian administrasil pengangkatan dan kepalkan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawvaian lalnnya.

Pasal 71

Untuk menyelenggarakan tugas sebayaimana dimaksud calam
Pasal 70 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Mutasi Degawal  wemn-
punyal fungsi :

a. melakikan penyelesalan acministrasi kepeyawalian rengenal
pengangkatan, kenaikan pangkat, kenalkan gajl berkala Pegawal
Negeri Sipil ;

b, melakukan penyelesalan administrasi mengenal cuti, pencangiat
an dalam Jabatan, pemlndahan, pemberhentian, perberhentian
sementara; pensiun, tugas belajar dan lain-laip mengenal
Pegawal. Negeri §Sipil ;

c. melaksenakan tuags lain yang diberikan eleh Kepala Baglan

Kepegawalian.

=5al T2

sub Bagian Pengembangan Pegawal sebagaimana dinakzud
dalam Pasal 67 horuf o Peraturan Daerah ini, mempanyal tugas
mengumpulian  Dahan  penyusunan perencanaan pegawal, menyusun
formasi pegawai serta pemberian penghargaan dan tanda Jasa serta
pembinzan mental pedgawal.

Pasal 73

Untuk  meny=lengoarakan tugas sebagalmaiia dimsksud daiam
Pasal 72 Peraturan Dmerah ini, Sub Baglan Pengembangan Pegawal
mempunyai Tunosiov
a. menguupulkan  dan mepnolah data pegawal dengan unit kerla
berkait uabios perencanaan kepegawalen ;

b, meppresas SusSUnarn formasi kepegawalan ;

c. menviesun  dArtar arat kepangkatan Pegawal Pusat Gl fmenall
setanun sskall
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d. memelihara daftar penilalan pelaksanaan pekerjasn  (conduite
staat} ; .

e. melaksanakan tugas lain yeng diberikan oleh Kepala Bagian
Kepegawaian.
Pasal 74

Sub Bagian Diklat Pegawal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &7 huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas mengum-
pulkan bhahan penyusunan program pendidikan dan latihan
aparatur/kepegavaian dan penyelenggaxaan pelatihan, pengajaran,
ujian dinas dan latihan prajabatan.
Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Diklat Pegawal
mempunyai fungsi

a. merencanakan dar melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai;
b. mengumpnlkan dan mengolah data untuk menyusun program ;

c. mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan
latihan ; .
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
kepegawalian.
Paragrat 2
Bagian Keuangan

Pasal 7&

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan
rancangan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanija Daerazh serta membina administrasi keuangan.

Pasal X

Untuk menyelenagarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; :

b. wengelola administrasi keuvangan Daerah ;

c. menguii kebenaran penagihan dan penrerbitan Surat Perintah
Membayar Uany  (SPMJ) dan mengadakan pemeriksaan keuangan
serta membina perbendaharaan ;

d. rengunmpuikan bahan penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis
penbinaan administrasl keuangan.
Pasal 78
Bagian Keuangan membawahi 4 (empat) Sub Baglan
&. Sub Bagilan Anggaran ;
b. Sub Bagian Pembukuan ;
c. Sub Bagian Perbendaharaan ;

d. sub Baglan Verifikasi.
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Faszi 3
Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas mengumpulkan bahan
penyusunan petunjuk teknis rencana dan perubahan, pernitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menylapkan darn
menyusun nota keuangan yarng disampaikan kepada DPRD.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tuoas sebagainana dimaksad dalam
pasal 79 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Angyaran mepplnyal
fungsi
a. menylapkan rencara Anggaran Pendapatan dan Felanja Lasrah,

Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berdasarkan peraturan perundangan yand berlaku ;

b. mempersiapkan petunjuk-petunjuk teknis rencana Rancanjan
inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

¢. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

d. menylapkan surat keputusan Otorisasi berdasarkan peraturan
perundangan - yang berlaku ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan.

Pasal 81

Sub Bagian Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas melakukan pembu-
kuan secara sistematis dan kronologis, melakuxan pener iksaan dan
peneiitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pesnbangunan
serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belania Daerah.

Pasal 87

Untuk menyelengyarakan tugas sebagaimana diraksud  daiam
Pasal 81 Peraturan Daeran ini, Sub Bagian Pewmbuioan renpunya l
fungsi
a. melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologls mengenal
pener imaan dan pengeluaran menurut tujuan ;

b. mengadakan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan penge-
luaran serta membuat nota pendapatan pemeriksaan buka kas
untuk mengetahui posisi kas Anggaran rendapatan dan Bzlanja
Daerah ;

c. nengadakan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesual dengan ketentuan Yyand
berlaku ;

d. mengadakan penelitian terhadap leporan bendahdardwin kKhusus
pener ima Pendapatan Asii Deerah cdan tata cara pembukuaanya ;

e. menyiapkan data untuk perhitungan anggaran ;

f. mencatat dan menerima laporan dari bendaharawan penerima dan
instansi yang lebih tingyl yang tidak melalul Kas Daerah ;

g. melaksanakan tugas lain yeng diberikan oleh Kepala Bagilan
Keuandai -
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Fasal 83
Sub Baglan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud daiem
pasal 78 huruf ¢ Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas menerbit-
kan Surat Perintah Membayar Uang (sPMU}, menguji kebenaran
penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesalan masalah
perbendabaraan dan ganti rugi.

Pasal g4
Untuk menyelenggarakan tugds sebagaimana dimaksud dalam

Pasal &3 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Perbendahdraan mem-
punyal fungsi

a. menerbitkan sural perintah penagihan ;

b. menguii kebensran penagihan dan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Uang atas keputusan otorisasl ;

c. meneliti dan mengujl permintaan pewbayaran dan permintaan
gajl pensiun serta tunjengan lainnva ;

d. memproses surat keputusan pemberhentian pembayaran ;

e. menghimpun data gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan
yvang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaannya :

f. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesai-
an masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi ;

g. melaksanakan- .tugas 13in yang diberikan oleh Kepala Bagian
kevanyan. v

Pasal 85

sub Bagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
huruf & Peraturan Daerah ini, menpunyal tugas memer iksa, meneli-
ti dan menilal realisasi Anggaran pPendapatan dan Belanja Daerah
dan pengeluaran-pengeluaran diluar Surat Perintah Membayar Uang
(5PM) .

pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal A% Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Verifikasl mempunyal
fungsi :

a. memeriksa, meneliti dan menilal Surat Pertanggung Jawaban
realisasi anggaran yeng melalul Kas Daerah dan diluar Kas
Deeran ;

b. memberikan pembinaan teknis kepada para Bendaharawan ;

c. menyusun peringatan atau tegoran kepada Bendaharawan Yyang
tidak membuat laporan ;

d. mencatat hesil pengesahan uang-uang untuk  dipertanggung
jawabkan (UUDP) dan mengadakan pemer iksaan, penelitian bukti
penyetoren kemball sisa uang—uang untuk dipertanggung Jjawab-
kan (UUDR) ; '

T

. menqevaluas® realisasi Daftar Islan Kegiatan (DIK) dan Daftar
Isian Proyek (DIP} dan menyusun tegoran pelaksanaan realisa—
si Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Islian Proyek (DIP)
sesual dengan Jadwal penyerapan yang ditetapkan ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baylan
Keusangan.

Paragrat 3
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Bagian (rganisasi

Pasal 87

Bagian Organisasl mempunyal tudgas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksa-
naan, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pengolahan
data, serta analisis dan formasi Jjabatan.

Pasal 88

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 Feraturan Daerah ini, Baglan Organisasi mempunyal
fungsi :

a. mengumpulkan dan mengelah data serta menyiapkan bahan pembi-
naan dan penataan kelembagaan ;

b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, methode
kerja dan prosedur kerdja ;

c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengumpulan, pengolahan dan penyajiaq data.
Pasal 85
Bagian Organisasi membawahi 4 (empat) Sub Bagian :
a. Sub Bagian Kelembagaan ;
bh. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
c. Sub Bagian Pengolahan Data ;
d. Sub Bayian Analisis dan Formasi Jabatan.

Pasal 90

Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan
organisasi dalam lingkungan Penerintah Daerah dan Instansi
Vertikal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 90 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kelembagaan mempunya i
fungsi :

a. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyem-
purnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja
di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

b. mempelajari dan menganalisis tugas dan fungsi serta  susunan
organisasi satuan kerja di Lingkungan Pemerintuh Daerah ;

c. melaksanakan penelitian, menyusun evaiuasi dan membuat Konsep
rencana penyempurnaan, pengembangan serta penantapan kelemba-
gaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

d. melsksnakan tugas laln yang diberikan oleh Kepala Bagian
Oryanisasi.

Pasai 5%

Sub Bagian Kelatalaksansan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 89 huruf b Peraturan Daerah ini, mempuyai tugas mengum-
pulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan
penataan sistem, methode dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparatur negara.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 972 Peraturan Daerah ini, Sub Bagiarn Ketatalaksanaan
mempunyal fungsi :

a. memberikan bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh
Perangkat Wilayah/daerah untuk kelancaran penyelenggaraan
tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan per-
aturan yang berlaku ;

b. mempersiapkan petunjuk atau pedoman kerja dan melaksanakan
pembinaan Tata Naskah serta Kearsipan bagi satuan Organisasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

c. mengadakan penelitian mengenai sistem proses dan prosedur
kerja agar dicapai eiisien dan efektivitas kerja ;

d. mengumpulkan, mengolah dan penyusun petunjuk dan pembinaan
pendayagunaan aparatur negara ;'

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Organisasi. T

Pasal 94

Sub Bagian Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam
pasal 89 huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas wmengun-—
pulkar bahan penyusunan pedoman dan petuniuk teknis pengumpulan,
pengelahan dan penyajian data.

Pasal 95

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Pengolahan Data mem-
punyai fungsi : -

a. mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sistem
pengumpulan dan pengolahan data ;

b. mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyajian
data serta pendoman pengadazn dan perawatan sarara j

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pleh Kepala Bagian
Organisasi. .
Pasal 96

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B9 huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas menylapkan dan mengolah bahan untuk melaksanakan analisis
dan formasi Jjabatan.

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan- tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 Peraturan Daersh ini, Sub Bagian Analisis dan Formasi
Jabatarn: mempunyal fungsi :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan peman-
faatan hasil analisis dan formasi jabatan ;

b. melakukan evaluasi hasil apalisis dan formasi Jabatan di
Lingkungan Pemer intah Daerah ;

c. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi
jabatan ;
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d. melaksarakan togas lain ysog Ziberikan oleil Hepals bagian
Organisasi.
Paragraf 4
Bagian Hubungan Masyarakat

Pas=al 98

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyal tugas melaksanakan
pembinaan hubungan mesyarakat kedalam dan keluzr guna memperje-
las kebijakan pimpinan Pemerintah Daerab.

Pasal 99

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksnd dalam
Pasal 98 Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mem-
punyai fungsi

a. mengquupulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan.pelaksanaan hubungan masyarakat ;

b. melakukan hubungan timbal balik antar Pemerintah Daerah
dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat umum dan orga-
nisasi kemasyarakatan, untuk memperjelas kebijakan dan ke-
giatan Pemerintah Daerah ;

c. melaksanakan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

d. melaksanakan penyerapan informasi di Bidang Pemer intah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat
umm atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertim-
bangan penerapan kebijakan Pemerintah Daerah ;

e. melaksanakan pembinaan terhadap Pers Daerah ;

f. melaksanakan pembinaan teknis hubungan fungsional dengan
satuan organisasi pelayan informasi dan komunikasi di Ling-
kungan Pemerintah Daerah ;

g. meiaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi
bahan-bahan infcrmasi ;

h. mengelola dan wengembangkan Perpustakaan Dinas ;

i. melaksanakan tugas sebagal juru bicara Pemerintah Daerah
sesuai dengan petunjuk Kepals Daerah.

Pasal 100
Bagian Hubungan Masyarakat membawanl 3 {tiga) Sub Bagian:
a. Sub‘Bagian Pencumpulan Informasi ;
h. Sub Bagian Pemberitaan H

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Dinas.

Pasal 101

Sub Bagian Pengumpulan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 huruf a Peraturan Daerah inl, mempunyal tugas
mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan  kebijakan
Pimpinan Pemerintah Daerah, dan melakukan penyajian data, pere-
kamari dan pameran.

Pasal 102

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
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Dasal 101 Peratlcan D2erah ini, Sub Baglan Penguniulsan inbormesl

mempunyal fungsl

a. mencari, mengumpilikan, menyaring, mengkliping dan menganali-
sis informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat
umum dan organisasi non Pemerintah berdasarkan peranan Hunas
sebagal pusat informasi ;

b. mempersiapkan  baban—bahan dalam rangka peliputan acara atau
kegiatan Pemsrintah Daerah dengan media suara atau media
gambar j

¢. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelendgaraan pameran ;
d. melakeanakan Gtugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat. '
Pasal 103

Sub Bagian Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyal tugas melakukan
pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik
gquna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Degrah serta
medistribusikan bahan-bahan informasi.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud delam
Pasal 103 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Pemberitaan mempunyai
fungsi :

a. menyiapkan bahan~bahan pemberitaan sesual derigan petunjuk
yang diberikan cleh Kepala Daerah ;

b. mempersiapkan keylatan pers dan media massa ;

c. menyusan  dan menyajikan berita tentang keglatan Pemer intah

De=srah ;

d. merpersiapkan rencana peliputan acara kegiatan Pemer intah
Daerah ;

e. melakuken penyusunan  bahan pemberitaan Dacrah  mengenal

kegiabtzn Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke Unit di
Lingkungan Pewerintah Daerah ;

f. melaksenakan tugas 1lain yang diberikan oleh Kepala Baglan
Hukungan Masyarakal. ’

Pasal 105

gub Bagian Dokumentas! dan Perpustakaan Dinas sebagalmana
dimaksud delam Pasal 100 horuf o Peraturan Daerah ini, mempuanya i
tugas mencelola dokumentasi, bahan informasi mengepal pelaksa-
naar kebijekan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Daerah serta
mengelois dain penoerikan pelayanan Perpustakaan Dinas.

Pasal 106
Unmuk  menyelenggarakan bugas sebagalmana dimaksud dalam
pasal 109 Daoraturan Daerah ini, Sub Bagian Dokumentasi dan
Pervustakaan Dinas mempunyal fungsi

[

a. mendckwieentasikan  Kegiatan Pewerintal Deerah dalam bentuk
audio visual ;

b. menyebarluaskan dokumentasi fote untuk bahan pemberitaan ;

¢. nenghivpuan dan mendokurentasikan naskah pidato Kepala Daerah;

Perda/1/19%93/ Hal 24



d. memberikan pelayanan dan mengelole Perpusiakaan kedinasan  di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberiksu cler Kepala Baglan
Hubungan Masyarakat.
Paracief D

Bagian Uil

Pl
L

i

Pasd
Bagian Umum xempunysl LUCES  welossalizas’  2LUSaD tata
usaha, kearsipan, urusan rumah Langus, perlsngesan, perjdlanan
dan protokol.
Pasal 105

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimakzud  dalam
Pasal 107 Peraturan Daerah ini, Bagimn Umum mengunyel fungsi

a. melakulkan urusan tata usaha Plmpinan dan Urug

b. melakukan tugas kearsipan ;

c. melakukan urusan rumah tangaa Sekretarliat Kotanadya Daerah ;
d. melakukan urusan periengkapan ;

e. meiakukan urusan keamanan kedalam terhadap perzsonil, meteriil
dan infermasi ;

f. melakukan urusan protokol dan perjalanzn dinzs serta kevangan
Sekretariat Kotamadya Daerah.
Pagsal 10§
Bagian Unum membawanl 4 (empat) Sub Baylan :

a. Sul Bagian Tata Usaha Pimplnan dan  Keuangan Sekretariat
Kotamadya Daerah ;

b. Sub Baglan Perlengkapan dan Rusan Tangya g
c. Sub Bagian Sandi dan Telekominirasi ;
d. Sub Bagian Protokol.

Pasal 13

Sekretariat
0% hurul a
: Lacd  usaha
n Gan walakukon keeglat
heuangar:  Scekretariat

Sup Bagian Tata Usaha inpi
Kotamadya Daerah sebagaimsne dit
Peraturan Daerah ini, mempunys:
pimpinan dan Tata Usaha Umum, mengsn
an kearsipan serta melakukan tata
Kotamadya Daerah.

Pasal ..ied o

Untuk menyelenggaraksur Lugas
Fasal 110 Peraturan Daersh ini, 3u
dan Kevangan Sekretariat Kobamadya

i Jan

a. menyelenggarakan penyusunan, pengelilan ot perbanyes
perataan proses pengiriman suxast vorat yaiwy diperintahken
langsuny oleh Kepala Daerah, Sekretaris Kotamacdya Daerah dan
para Asisten Sekretaris Kotanzdym Dowcah

b. mengarahkan dan menata penyed

yang diturunkan dari Flapines
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c. menyeienggaranan kegiatan kearsipai ; C
d. welaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian
Umum . * Ceen -
. pasal iii‘

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah -Tangga sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 109 nuruf b Peraturan Paeran ini, mempunya i
tugas menyusun program Kebutuhan, pengelolaan dan -administrasi
perbekalan, perlengkapan materiil serta melakukan urusan rumah
tangya. :

Pasal 113

imtuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112. Peraturan Daerah ini, :Sub Bagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga mempunyai fungsi : o .

a. mengumpulkan pahdn. penyusunan rencana kebutuvhan perbekalan,
perlengkapan dan materill ;

b. melakukan pengadaan perbekalan dan perlengkapan ;
. menyimpan, mendistribusikan perbekalan dan pexlengkapan ;
. memlihara perlengkapan dan materiil ;

[
d
e. melakukan administrasi perbekalan, perlengkapan dan materiil;
f. mengawasi penggunaan dan pereliharaan semua kendaraan dinas
g

. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagl para pejabat
Pimpinan Daerah ; e

h. mengurus surat-surat Kendaraan dan surat-surat lainnya yang
diperlukan ;

i. mengurus Xeperluan rumah pejabat Kepala Daerah dan rumah
pejapat lainnya ;

j. menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lain-
nya ;

k. menyelenggarakan pengamanan fisik kantor Kepala Daerah ;

1. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor dan peka-
rangan ;

m. meiakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baylian Umum.

Pasal 114

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 hurufi ¢ Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas
melakukan urusan penerimaan dan pengiximan sandi dan telekomua-
nikasi, Tata Usahx, memnbina dan memelihara alatsandi dan teleko-
nunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomu-
nikasi. )

Pasal 1i5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Sandi dan Teliekomu-
nikasi mempunyai fungsi

a. menyusun  petunjuk-petunjuk  tentang pengamanan infonasi,
personil dan materiil ;

b. merencanakan dan melakukan kegiatan pengamanan informasi,
personil dan materiil ;
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C. menglrim, fMeel llE s Geiyddips. es) Lugrllm setiral Giut  bepibd
lain-lainnya ;

d. membina, mengembangkan dan remelihara aiat—-alat sandi dan
telekomunikasi ;

e. mengatur Jaringan huburgsrn foagmaniiast

F. melakukan tugas 1ain yang diberixan aleh Kepala Bagian Umom.

Sub Bagian Protokecl ssbataimana dimsksod Galam Pasal 103
huruf d Peraturan Daerah ink, mempuiyal Lugas fenyusius acara dan
X r = =
melakukan urusan administrasi perieienan dinas.

Paeal 117
Untuk menyelenggarakan tuyas sebagailrana dimaxsud  dalam
Pasal 116 Peraturan Dgerah ini, Sub Baglan Protokol mempunyai
fungsi
a. mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk  acara
yany dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
b. mempersiapkan dan mengator penerimaan  tamu-tamy Pemex intah
Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan ;
c. mempersiapkan dan mengatur perjalanan  dinss Pemer intah
Daerah ;
d. melaksanakan tngas lain yang diberikan oieh Kepala Bagian
Umiam .

Baglan Keenam
Kelowpok Jebatan Fuugsional

Faczl nAl
kelompok Jabaton Furgsional Eamounyal tugas melaksanakan
sebagian tugss Pemerintan SEzran seowal  deagan  keahllian  dan
Kebutuhan.

By -

S 19

2

(1) Kelompok Jabatan Fungsionzl sebageinans dimaksud dalam rasal
118 DPeraturan Daeran ini, terdizi deri sejumlah tenaga,
dalam jenjang Jabatan fungsiopal yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesual dergan Dldery eohlihamya

{2) Setiap kelompik sebet

irakoud dalam ayat (1) Pasal
ini, Aipiepin olsh =eounng bensgs fungsicanl senlor yang
ditunjok oleh Subsrmur X la Imevah Tingkat I Jawa Timur,
dan bertanggung Jawal ket«la Sehreiiayis Kotamadya Daeroh

(3) Jumiah Jaba'an Fungslicnal s
Pasal ini, diteniukan bex
kerja ;

ma dimaksud pada ayat (1)
rebubuhan  dan beban

{4) Jenis dan Janjany cabatan fuong sebagaimens  diwaksud
pada ayat (1) Pasal ind, diatuar cesal dengan peraturan per-
undang-undangan yang berizku.
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Pasal 126

{1) Dalam wmelaksaraqkan tugasnya Sekretaris Kotawmadya Daerah,
para hAsisten Sekretaris Kotzamadya Daerah, para Kepala Bagian
dan  Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, inte-
grasi dan sinkronisasi, secara vertikal dan horlsontal ;

{2) Setiap pilupinas satuan organisasi dalam lingkungan Sekre-
tariat Kotaradya Dasrah bertanggang jawab memimnin  dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan  mesberikan
binbingan serta petunjuag-peluaniuk bagl -pelaksanaan tugas
bawahannya. o

pasal 121

(1} Setiap Pimpinan satuan crginisasl wengikubl  dan  mematuhi
petunjuk-petunjuk  dan bertanggung jawab kepada masing-
masing atasannya dan menyampaikan laporan pada waktunya ;

{2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai baharn penyu-
cunan lebih lanjut untuk memberikan peturnjuk kepada bawahan.

Pasal 122

Para Kepala Sub Bagian mepvampaikan laporan pada waktunya
kepada Kepala PRagian sesusl dengen bidang tugasnya dan para
Kepala Bagian menampung laporan tersebut, guna diolan dun disu-
sun menjadi laporan untuk dissmpaiken tepat pada wakbunya kepada
Asisten Sekretaris Hotamadya Daerah sesual dengan bidang fugas—
nya dan selaniutnys Asistun 3ekcelaris Kobamadys Daersh  penam-
pung laperan tersebut sexta renyusun laporan berkala Sekretariot
Kotamadya Daerah.

Pasal 123

Malam menyampaikan laporan kapada atasan, apabila dipan-
dang perle tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain
vang secara [ungsionmal mempunyal hubungan kerja.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugasnva setlap Pimpinan satuan  orga-
nisasi dibantu oleh Piwpinan sabuan organisasi bawabannya dan
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawvahannya masing-masing
mengadakan rapat berka

Pasal 125

Kepala Sub Ragian Sardi Telekomunixasi dalam menjalankan
tugasnya taktis ocperasioral berada dibawah dan bertangqung jawab
kepada Sekrotaris Kotsmadya Daerah, sedany teknis administrasi
berada dibaweh Gan bertengooriy jawab kepads Kepala Bzglen Umam.

rasnl 126

(1} Dalam hal XKepala Daerah berhalangan dalem wakiu  Lertentu,
Sekretariz sutawadya  Desral nelakukan  Lugas—tu Kepala
vaerall  sesusi  dengan  peraturen  perundang-undandgan o yang
ber lakn ;

(2) Dalam hal Sekretaris doteisdys Dagranh  oelialangan dalam
waktu tertentu pura Asisten Sekretaris Kotamadya
Dasrai berada daiap keordinasi seorang Asisten Sekretaris
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Kotamadys Daerah yeng diturjuk olieh Kepala Daecab.

{3) Dalam hal Asisten Sekretaris Kotamadya Daerzh berhalangan
dalam waktu tertentu, tugas-tugas Bagian-Bagian berada dalam
koordinasi seorang Kepala Baglan yang ditunjuk oleh Sekreta-
ris Kotamadya Daerah sesual dengan pembildangan Asisten
Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 127

{1) Masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat Kotamadya
Daerah melakukan hubungan kerja sama secara fungsionzl
sesual struktur dan hirarki jabatan yang berlaku secara
vertikal dan horisontal ;

{2) Para Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah dapat wmelakukan
hubungan dengan para Kepala Bagian yang berada diluar Ling-
kungan melalul Asisten Sekretaris Kotamadya Deerah atasan
Kepala Bagian yang bersangkutan.

Pasal 128

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil  guna,
masing-masing Pejabat di lingkungan Sekrelariat Kotamadya Daerah
dapat merdelegasikan  kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat dibewahnya sesuai dengan ketentuan yany bex-—
laku.

BABRB IiT
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 129

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan
DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya ;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Pasal 130

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segaia
usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sldang urusan
rumah tangga dan keuangan DPRD.

Pasal 131

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud aalam
Pasal 130 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD empunyai
fungsi

a. mengatur  dan membina kerda sama, menginltregasikan seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;

b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkcoordinasi-
kan peruvmusan kebljaksanaan Pimpinan DPRD ;

c. membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian,
keuangan dan perbekalan DPFRD ;

d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-
rapal vang diselenggarakan oleh DPRD ;
e. memelihara dan membine keamanan serta ketertiban kedalam.

Bagian Kedua
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Baylan sedus
Susnran Organisasil
Pasal 132
Susundr: Organisasi Sekretariat DPRD terdir: Jderi
a. Sub Bagian Umuan ;
b. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 133

Sub Bagian Umn sebagaimapa diwmsksud daiam Pasal 132
huruf a Peraturan Deerah inl, wmenpunyai tugas welaksanakan
urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dan
protokol.

Pasail 134

Untuk menyelenguaraken tugas sebzgalmana dimaksud  dalam
Pasal 133 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai
fungsi :

a. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat TPRD ;
b. menyiapkan rencana perjalanan oipas Pimpinan dan Anggota DPRD

c. melakukan urusan rumeh tangga, rumsh  Jababan dan  geduny-
gedung DPRD ;

.
b

d. mengurus kKerdaraan dinas dan buralyg-bardng lalnnys dan mela-

kukan urusan Keamanan pacda Kantor DERD
e. melakukan urusan surat-wernvirat yacg dipsrickan olen CERD ;

f. menyiapkan pererimaan tamu-tame Pispinan Dewan  Perweklilan
Rokyat Daerah ;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris [PRD.

Sulr Bagian Rapat dan Risalah sebaralmmne dimsksud  dalam
Pasal 132 huruf b Peraturan Daerah inl, mempuiyal tugas melsksa-
nakan pembuvatan risalah rapabt dan menyiapkan  [enyelenggaraan
rapat serta penerimaan tami-—tams

el 136

Untuk menyelenggarakan touas sebasalnsns dimgxsud  dalam
Pasal 135 Peraturan Dasrah ini, Sub Bagian Rapat dan Risalah
mempunyal fungsi :

a. menyelenggarakan pembpaten rissiah rapat-rapat DERD

b. menyiapkan rapat-rapai y=i:3 diselenggarakan cleh CPRD,  Laik
soal administrasi maupun tata teapat ;

c. melaksanakan tugas laln yang abberiian 0lch Jekeclurls DPRD,

Bagal 137
Sub Baglan Aeuangd E2Da3Guindna dilleesil desdl Fesal 132
huruf ¢ Peraturan Daerah in:, cews ugas  melaks

penyusunan rancangoen perunehan dan perkitunuan serta  laposran
keuvangan DYRD.
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Pasal 138

Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Basal 137 Peraturan Daerah -ini, Sub Baglan  Keuangan mempunyal
fungsi

a. merencanakan anggaran untuk keperluan sekretariat DPRD ;
b. menyurus keuangan untuk keperluan DERD ;

C. menyusunn laporan Keuangan Sekretariat DPRD ;

d

1. melaksanakan btugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Tata Kerja

Pasal 139
Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung
jawab kepada Ketua DPRD‘dan teknis administrasi. mengikufl petun—
juk dan dibina cleh Sekretaris Kotamadya Daerah. : :

Pasal 140

(1) Dalam melaksanakan tugashya Sekretaris DPRD dan pada Kepala
Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi ;

(2) Setiap Pimpinan satuan crganisasi dalam lingkungan Sekre-
tar iat DERD bertanggug jawab wemimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya wmasing-masing dan membetikan bimbingan serta
petuniuk: bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 141

(1} Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematihl  petunjuk-petunjuk  dan bertanggung Jawab kepada
atasan: masing-masing dan menyampaikan aporan berkala pada
waktuya ;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimplinan satuan organisasi
dari Dbawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petun-—
Juk-petunjuk kepada bawahan.

DAB v
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTLP

Pasal 142
Bayzn Susunen Organisasi-Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretarict PPRD. adalah sebauaimana tercantum dalam  lampiran
Peraturan Daersh ini serta merupakan bagian yang tak Lerpisankan
dari Peraturan Deerah ini.
Pasal 143
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawalan
diatur seswvai denuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 144

Dengan berlakuniya Peraturan Daerah inl, dinyalakan tidak
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berlaku lagi Peraturan Daerah Hutamadys [weeyah Tingkat IT  Mojo-
kertc Nomor 4 tahun 1979 beserta perubashannya.

Pasal 145

sal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diun-
dangkan.
Agar ......
Agar supaya setiap orang dapat mengetahul, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah iri dengan penempatannys dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT Ii
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
R. SOEHADI WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 15 Juli 1993 Nomor 303/F tahun 1993.

Nomoxr

An. GUEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pererintahan)

Cab. ttd.
Drs, MOH. SAFII AS'ART

Pembinag Utama Madya
NIP. 0190 052 819

Diurdangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat IT Mojokerto
: 5/C tahun 1993 Seri C pada tanggal 18 Agustus 1993,

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJGKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Deks. BO I MIN
Penbina
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I.

"PEWJELAS AN
ATAS

DPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTC
NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

'ORGANISASI DAN TATA XERJA
SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH DAN “SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1T MOJOKERTG

PENJELASAN UMUM
1. Dengan - dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayan/Dearah
Kabupaten/Kotamadya Daerah .Tingkat 11 dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat II, yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelan—
caran penyelenggaraan pemer intahan dan pelaksanaan  pembangunan serta
pelayanan . terhadap masyarakat agar lebih bardaya guna dan berhasil guna,

maka dipandang perly meninjau kembali Peraturan Daerah HKotamadya Daerah

Tingkat I1 Mojokerto Nomor 4 tahun 1979 berserta perubahannya, sesuail skor
untuk penetapan Organisasi*Sekretariat-Kotamadya Daerah dan Sekretariat
Devan Pervakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto yaitu Pola Minimal.

2. a. Asisten I Sekretariat Kotamadya Dasrah rembawahl Begian Tata Pemerin-

tahan dan Bagian Hukum ;

b. Asisten II Sekretariat Kotamadya Dzerah memiawahi Baglan  Perekono-

mian, Bagian Penyusunan Program dan Bagian Sosial ;

c. Asisten IIT Sekretariat Kotamadya Daerah membawahi Baglan Kepedgawalan,

Bagian Keuvangan, Baglan Crganisssi, Baglan Hubungan Masyarekat dan

Bagian Hukum ;

d. Mengenali hubungan dan pembagian kerlda antara gekretaris  Kotarnadya
Daerah cdan Bsisten Sekretaris Kotamadya Dasrzh diatur Jdalam  Keputusan

Kepala Daerah, sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampal dengan Pa5a1.138 : Cukup Jelas ;

Pasal 139 . Dalam bal jabatzn Ketua DPRD lowong atau
Ketua DPRD berhalangan Letap, maKa
Sekretaris DPRD bertanuguny jawab kepada
zalah secrang Wakil Ketua, sesuai dengan
Letentuan dalam Peraturan Tata Tertib

DPRD ;

Pasal 140 sampai dengan Pasal 146 : Cukwvp jelas.
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